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Sekolah Dilarang
Minta Pungutan

PALU- Wali kota Palu H
Rusdy Mastura mengin-
struksikan kepada seluruh
satuan. pendidikan dasar
(SPD) dan seluruh seko-
lah dilarang untuk memin-
ta pungutan kepada: siswa,
apalagi sampai menentukan
besaran sumbangan untuk
sekolah.

“Jadi saya ingatkan kepada
SPD, saya tidak mau men-
dengar lagi ada sekolah yang
meminta pungutan kepa-
da kaum dhuafa atau orang
miskin dari segala bentuk
pungutan,” tegas Cudy sa-
paan akrab Wali Kota Palu
kepada seluruh kepala seko-
lah dalam sosialisasi per-
aturan wali kota (Perwali )
nomor 27 tahun 2014, ten-
tang pendanaan operasion-
al SPD, yang digelar di Aula
SMKN 2 Palu, Rabu (18/2).

Cudy  mengungkapkan
bahwa, lahirnya Perwali
tersebut sebagai langkah
untuk mendukung program
zero poverty, dimana tidak
ada lagi anak-anak orang
miskin di Kota Palu yang
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tidak mengenyam program
pendidikan wajib belajar 9
tahun.

Ditegaskannya,  perwali
tersebut berlaku untuk se-
luruh SPD meliputi sekolah
dasar (SD), sekolah men-
gah pertama (SMP), seko-

-lah dasar luar biasa (SDLB),

sekolah menengah pertama
luar biasa (SMPLB), dan SMP
terbuka.

Larangan tersebut

kata Cudy, mengingat ad-
anya bantuan operasion-
al sekolah (BOS) program
pemerintah pusat yang pada
dasarnya untuk penyediaan
pendanaan biaya operasion-
al non personalia bagi SPD
sebagai program wajib bela-
jar 9 tahun.

“Untuk pungutan saya te-
gaskan dilarang, namun un-
tuk sumbangan dari orang
tua peserta didik atau wali
peserta didik, perseorangan
atau lembaga lainnya dibo-
lehkan, asalkan pihak seko-
lah tidak boleh mematok
besarnya sumbangan dari
orang tua murid,” katanya.

Kata cudy, besaran sum-
bangan yang bisa diterima
sekolah untuk setingkat SD
paling banyak 30 persen, dan
setingkat SMP paling banyak
60 persen, dan sekolah tidak
boleh menerima sumban-
gan melebihi berseran ban-
tuan dana BOS.

"Jadi sekali lagi sekolah ti-
dak berhak menentukan be-
saran sumbangannya, na-
mun jika ada, maka rencana

penerimaan sumbangan
dari orang tua wali peserta
didik, harus dimusyawarah-
kan dalam rapat komite,”
tegasnya.
la juga mengungkapkan,
jika ada kepala sekolah yang
keberatan dengan Perwali
ini, maka kepala sekolah
yang bersangkutan diminta
untuk berhenti dan memun-
durkan diri. Selain itu, apabi-
la ada sekolah atau SPD yang
melanggar dengan Perwali
tersebut, maka sanksi tegu-
ran serta tertulis dan sanksi
administrasi akan diberikan.
“Saya tegaskan jika ada ke-
pala sekolah yang keberatan
dengan aturan ini berhenti
saja jadi kepala sekolah. Dan
saya tegaskan jangan ada
sekolah yang berani memin-
ta pungutan kepada siswa
miskin. Jadi kepala sekolah
harus kreatif, banyak peru-
sahan dan bank yang bisa di-
minta untuk bantuan biaya,
karena semua perusahaan
-memiliki CSR untuk ma-
syarakat dan untuk pendidi-
kan,” tandas Cudy.(nto)




